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TENTANG 

PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DeWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

Menimbang a.	 bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 (2) Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 

I------- Penyusunan Peraturan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah 
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi membentuk 
Peraturan Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu 
menetapkan Program Legislasi Daerah Pemerintah Daerah 
Provinsi Lampung dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Peraturan Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

3.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah; 

4.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; 

5.	 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

7.	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

8.	 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib. 



Memperhatikan 

Menetapkan 

KESATU 

r: KEDUA 

KETIGA 

1.	 Surat Komisi II DPRD Provinsi Lampung Nomor 
34/Kom.II/12.0112010 perihal Perda Usullnisiatif Komisi II; 

2.	 Surat Inisiatif Reperda Komisi IV DPRD Provinsi Lampung; 

3.	 Surat Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Lampung Nomor : 
026A/BALEGDA/12.01/2010 peihal Laporan Penetapan 
Prolegda Tahun Anggaran 2010 DPRD Provinsi Lampung; 

4.	 Hasil Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Lampung 
tanggal 2 Juli 2010. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan Program Legis/asi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Perubahan jumlah Program Legislasi Daerah sebagaimana 
dimaksud Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan 
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung . 
pada tanggal 14 Desembar 2010 

IRViVAJII cue ASAN. MM. 
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Pencabutan Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 

Tala Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbilan Lembaran Daerah 
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